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PUTUSAN
Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Jr

S\ Fee\ TN 7
P S
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkara
tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai
gugat antara;

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah
tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jember, Dalam hal ini dikuasakan
kepada Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pusat Mediasi dan
bantuan Hukum APSI Jember, nama Khusnul Khotimah, S.H. dan
Honainah, S.H., alamat Kantor di Perum. Istana Kaliwates Residence
Cluster Bhayangkara Blok E12A Kel. Sempusari, Kec. Kaliwates, Kab.
Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Buku Register
Kuasa Nomor :123/Adv/2021, tanggal 6 Januari 2022 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat
kediaman di Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan kuasanya serta para saksi dimuka

sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2022 yang
telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor
126/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 06 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Januari 2005,
yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger, Kabupaten
Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 50/50/I/2005 jo. B-

247/Kua.1332.21/Pw.01/11/2021 tanggal 15 Nopember 2021;
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2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama

sebagai suami istri selama telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad
dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat
di Dusun Mandaran RT.001 RW. 014 Desa Puger Wetan Kecamatan Puger

Kabupaten Jember;

3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan telah dikaruniai dua
orang anak masing-masing bernama: 1) ANAK I, perempuan, umur 13 tahun, 2)

ANAK I, laki-laki, umur 11 tahun, keduanya dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan
ba k, akan tetapi sejak sekira tahun 2019 yang lalu, rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga,

yakni Tergugat kurang dalam memenuhi nafkah belanja sehari-hari.

5. Bahwa masalah tersebut berlangsung lama akan tetapi Penggugat tetap
bersabar dan tetap memaklumi sikap Tergugat, sehingga Penggugat harus
bekerja sendiri apapun pekerjaan yang bisa dilakukan oleh Penggugat dalam

rangka membantu Tergugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari:

Bahwa selain itu Tergugat juga sering bersikap kasar terhadap Penggugat,

yakni Tergugat sering memukul bagian wajah Penggugat,

6. Bahwa keadaan tidak semakin membaik, hingga puncak pertengkaran terjadi
sekira pada tahun 2020 dimana Tergugat tetap pada sikap dan perbuatannya
sekalipun Penggugat sudah berusaha bersabar, dan antara Penggugat dengan
Tergugat juga sering terjadi pertengkaran. Akhirnya pertengkaran tersebut
menyebabkan Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama menuju ke
rumah Tergugat di Dusun Mandaran, RT.002, RW.016, Desa Puger Wetan,
Kecamatan Puger, Kabupaten Jember (masih satu wilayah domisili dengan
Penggugat, hanya berbeda RT dan RW). Sejak saat itu (tahun 2020) Penggugat
dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah serta antara Penggugat dengan

Tergugat tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri:
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7. Bahwa menghadapi kenyataan yang demikian, Penggugat sangat kecewa atas
sikap Tergugat, Penggugat merasa Tergugat tidak menghargai pengabdian dan
cinta kasih Penggugat kepada Tergugat, melihat tingkah laku Tergugat yang

demikian menyebabkan Penggugat memutuskan untuk bercerai saja:

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas dengan ini
Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jember melalui Majelis Hakim
pemeriksa perkara a guo memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat,

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (M. SYAFIl BIN
SUMATN) terhadap Penggugat (PENGGUGAT):

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku:

Atau sebagai Subsidair : Memutus lain berdasarkan hukum yang seadil-
adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat
dan kuasanya telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang
menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun
kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan
Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat
mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 05 Mei
2021 (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 50/50/1/2005 jo. B-
247/Kua.1332.21/Pw.01/11/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan Puger, Kabupaten Jember tanggal 15 Nopember 2021 (P.2);
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Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak
menyatakan tidak keberatan;
Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga,

bertempat tinggal di Kabupaten Jember

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

— Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena Saksi saudara kandung
Penggugat;

— Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di
rumah orangtua Penggugat di Dusun Mandaran RT.001 RW. 014 Desa Puger
Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember sudah mempunyai 2 orang anak
bernama 1) ANAK I, perempuan, umur 13 tahun, 2) ANAK II, laki-laki, umur 11
tahun, keduanya dalam asuhan Penggugat;

— Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi dan penyebab percekcokan mereka itu karena Tergugat tidak
bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, yakni Tergugat kurang dalam
memenuhi nafkah belanja sehari-hari;

— Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1
tahun;

— Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya
suami istri;

— Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina
rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, bertempat tinggal di
Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

— Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi tetangga Penggugat;

— Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelah
menikah keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Mandaran
RT.001 RW. 014 Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember
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sudah mempunyai 2 orang anak bernama 1) ANAK I, perempuan, umur 13

tahun, 2) ANAK I, laki-laki, umur 11 tahun, keduanya dalam asuhan Penggugat;

— Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,
dan penyebab percekcokan itu karena Tergugat tidak bertanggung jawab
sebagai kepala keluarga, yakni Tergugat kurang dalam memenuhi nafkah
belanja sehari-hari;

— Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1
tahun;

— Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya
suami istri;

— Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak
berhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya
tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal
sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan

bagian tak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti
diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat
bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan
Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah
dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil

secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu
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disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak
hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat
agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat
dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada
pokoknya adalah bahwa setelah hidup bersama rumah tangga di antara
Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, yakni Tergugat
kurang dalam memenuhi nafkah belanja sehari-hari;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan
dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat,
dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari
keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap
fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 1 tahun, telah ternyata
Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup
berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat
dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil
menasehati Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat
menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah
menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan
akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsagon gholidhon
mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an

surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal
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3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa
perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai
pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya
kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian
penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah
perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian
merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah
tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling
membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut,
maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum
dalam Kitab Figih Sunnah Juz Il halaman 248 :
=zl Llal cell 13 Gl el el Gl dagdl ol @ ke ala¥l ald
b WL gl s o) La i 1 Jia Lagllia) (o B pdall alga das iy Y 151 0]
il 1 Jadll gl Jgll Ga Siall o Lgal 8] gl @ Y A 1Y) gl e g
a9 Az Gy Laa 2101 OIS 5z o3l ige ] gl Aa g3l Al Ll sa lgea
Auly dalh LAl Lagin eVl g8 bl Jas g Llhal G 8 dall

Artinya: “Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai

kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya
menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan
suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau
menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya
berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan;
bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan
suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah
tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim
berhak menjatuhkan talak satu bain suami”.

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz Il halaman 55 :

Aidy 495 jla A gl gb §3a% ) had el
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Artinya: “Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak
diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan

berdasarkan pada pembuktian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan
Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi
pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan

dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap
ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap
Penggugat ( PENGGUGAT)

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.
720000.- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan
pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 M bertepatan dengan tanggal 20
Jumadilakhir 1443 H, oleh kami Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. sebagai Ketua
Majelis, H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES. dan Drs. H. ljmak, S.H., M.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk
umum dengan didampingi oleh Phillien Sophia, S.H. sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
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Hakim Anggota | Ketua Majelis
ttd ttd
H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES. Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Hakim Anggota Il

ttd

Drs. H. ljmak, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Phillien Sophia, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran :Rp. 30.000,00

2. Biaya Proses :Rp. 75.000,00

3. Biaya Panggilan :Rp. 575.000,00

4. Biaya PNBP :Rp. 20.000,00 ) )

) Untuk salinan yang sama bunyinya,

5. Redaksi :Rp. 10.000,00 Oleh,

6. Materai *Rp.  10.000,00 Pengadilan Agama Jember

Panitera
Jumlah Rp. 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Akhmad Muzaeri, S.H.
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